
BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Pemberdayaan UMKM 

Kerajinan Kayu Jati di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro 

Kabupaten Bojonegoro yang dianalisis menggunakan teori pemberdayaan 

masyarakat menurut Deepa Narayan (2002), maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Akses Informasi telah dilaksanakan dengan cukup baik oleh Dinas 

Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro melalui 

berbagai program sosialisasi, pelatihan, pendampingan usaha, fasilitasi 

legalitas, promosi produk, serta pemanfaatan media komunikasi seperti 

website dan WhatsApp. Berbagai upaya tersebut memberikan kemudahan 

bagi pelaku UMKM kerajinan kayu jati dalam memperoleh informasi 

mengenai program pemberdayaan. Meskipun demikian, penyampaian 

informasi masih perlu ditingkatkan, terutama dari aspek ketepatan waktu 

penyampaian dan perluasan jangkauan informasi agar seluruh pelaku 

UMKM memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti setiap 

program yang diselenggarakan. 

2. Inklusi dan Partisipasi menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan, Koperasi, 

dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro telah membuka kesempatan yang 
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luas bagi pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam berbagai program 

pemberdayaan, seperti pelatihan, pendampingan, fasilitasi promosi, dan 

pameran produk. Keterlibatan pelaku UMKM memberikan dampak positif 

terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan jaringan pemasaran. 

Namun demikian, tingkat partisipasi belum sepenuhnya optimal karena 

masih terdapat kendala berupa keterbatasan waktu pelaku usaha, aktivitas 

produksi, dan jadwal kegiatan yang belum sepenuhnya menyesuaikan 

kondisi pelaku UMKM. 

3. Akuntabilitas telah diterapkan melalui penyusunan laporan kegiatan, 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), 

serta tindak lanjut terhadap hasil evaluasi program. Mekanisme tersebut 

menunjukkan adanya komitmen Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha 

Mikro Kabupaten Bojonegoro dalam mewujudkan tata kelola 

pemberdayaan yang transparan dan bertanggung jawab. Meskipun 

demikian, penyampaian hasil evaluasi kepada pelaku UMKM dan 

penguatan mekanisme tindak lanjut terhadap masukan peserta masih perlu 

ditingkatkan agar akuntabilitas program semakin optimal. 

4. Kapasitas Organisasi Lokal menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan, 

Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro memiliki kapasitas 

organisasi yang cukup baik dalam melaksanakan strategi pemberdayaan 

UMKM kerajinan kayu jati. Hal ini ditunjukkan melalui kemampuan dinas 

dalam menyusun program kerja, melaksanakan pembinaan dan pelatihan, 



membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, 

memfasilitasi promosi produk, serta melakukan monitoring dan evaluasi 

program. Namun demikian, peningkatan kapasitas organisasi masih 

diperlukan melalui penguatan sumber daya manusia, optimalisasi 

pemanfaatan teknologi digital, serta perluasan kerja sama dengan perguruan 

tinggi, dunia usaha, dan lembaga keuangan agar program pemberdayaan 

dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM. 

Secara keseluruhan, strategi pemberdayaan UMKM kerajinan kayu jati 

yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro 

Kabupaten Bojonegoro telah berjalan dengan cukup baik berdasarkan 

empat indikator pemberdayaan menurut Deepa Narayan (2002), yaitu akses 

informasi, inklusi dan partisipasi, akuntabilitas, serta kapasitas organisasi 

lokal. Berbagai program yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan kapasitas pelaku UMKM, perluasan akses pasar, serta 

penguatan daya saing usaha. Namun demikian, masih diperlukan 

peningkatan pada aspek pemerataan akses informasi, optimalisasi partisipasi 

pelaku UMKM, penguatan transparansi dan tindak lanjut evaluasi, serta 

peningkatan kapasitas kelembagaan agar strategi pemberdayaan dapat 

memberikan hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan. 

B. SARAN 

Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  Strategi  Pemberdayaan 

 

UMKM Kerajinan Kayu Jati di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha 



Mikro Kabupaten Bojonegoro, peneliti memberikan beberapa saran sebagai 

berikut. 

1. Bagi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten 

Bojonegoro 

Dinas diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran 

informasi mengenai program pemberdayaan dengan memanfaatkan media 

digital secara lebih optimal, seperti website resmi, media sosial, dan grup 

komunikasi pelaku UMKM. Penyampaian informasi juga perlu dilakukan 

lebih awal agar pelaku UMKM memiliki waktu yang cukup untuk 

mempersiapkan diri mengikuti pelatihan, pendampingan, maupun kegiatan 

promosi. 

Selain itu, dinas diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pelaku 

UMKM dengan menyelenggarakan program yang lebih fleksibel dari segi 

waktu dan lokasi pelaksanaan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu 

menjangkau lebih banyak pelaku UMKM, khususnya pengrajin kayu jati 

yang memiliki keterbatasan waktu karena aktivitas produksi. 

Dalam aspek akuntabilitas, dinas perlu memperkuat mekanisme 

monitoring dan evaluasi secara berkala serta menyampaikan hasil evaluasi 

kepada pelaku UMKM sebagai bentuk transparansi dan 

pertanggungjawaban. Hasil evaluasi tersebut juga dapat dimanfaatkan 

sebagai dasar dalam menyusun program pemberdayaan yang lebih sesuai 

dengan kebutuhan pelaku UMKM. 



Untuk memperkuat kapasitas organisasi, dinas diharapkan terus 

meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memperluas kerja sama 

dengan perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga keuangan, dan komunitas 

UMKM, serta mengembangkan inovasi berbasis teknologi digital dalam 

pelaksanaan program pemberdayaan agar pelayanan kepada pelaku UMKM 

menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. 

2. Bagi Pelaku UMKM Kerajinan Kayu Jati 

 

Pelaku UMKM diharapkan lebih aktif mencari informasi mengenai 

program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah serta 

berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan, pendampingan, dan promosi 

produk. Selain itu, pelaku UMKM juga perlu meningkatkan kemampuan 

dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran produk, 

memperluas jaringan usaha, dan meningkatkan kualitas produk agar mampu 

bersaing di pasar yang lebih luas. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya mengkaji 

strategi pemberdayaan UMKM berdasarkan empat indikator pemberdayaan 

menurut Deepa Narayan (2002) pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan 

Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya 

disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menggunakan teori 

pemberdayaan atau tata kelola publik yang berbeda, menambahkan variabel 

lain seperti efektivitas program, keberlanjutan usaha, atau transformasi 



digital UMKM, serta memperluas objek penelitian pada sektor UMKM lain 

maupun wilayah yang berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian 

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan maupun penyusunan kebijakan 

pemberdayaan UMKM. 
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